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ABSTRAK

Provinsi Riau merupakan daerah dengan jumlah perkebunan kelapa sawit
terluas di Indonesia yang di dominasi olen Perkebunan Rakyat. Luasnya
perkebunan kelapa sawit tersebut diikuti oleh risiko yang mengancam
keberlangsungan lingkungan hidup di Provinsi Riau, terutama di Kabupaten
Pelalawan yang tercatat memiliki jumlah titik panas terbanyak pada bencana
karhutla 2015-2019 dan terdampak banjir sejak Desember 2023 hingga Maret 2024.
Tingkat risiko perkebunan kelapa sawit membuat pemerintah terus memperkuat
regulasi perkebunan kelapa sawit, salah satunya dengan menetapkan sertifikasi
ISPO yang diwajibkan bagi Pekebun Rakyat menurut Perpres Nomor 44 Tahun
2020. Selain itu, bank sebagai sumber pendanaan yang dapat diakses oleh pekebun
juga terus mengalami penguatan regulasi dengan kewajiban menerapkan keuangan
berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan ekonomi, sosial, dan lingkungan
hidup sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Dari bank
syariah yang ada di Ibu Kota Kabupaten Pelalawan yakni Pangkalan Kerinci, BSI
merupakan bank yang dalam laporan keberlanjutannya mengungkapkan telah
melakukan penguatan LST dengan menetapkan sertifikasi ISPO dalam kebijakan
pembiayaannya. Oleh karena itu, hal yang penting untuk dilakukan adalah mengkaji
antara komitmen LST yang ada dalam laporan keberlanjutan BSI dengan
praktiknya secara langsung di daerah dengan eksposur risiko yang tinggi, yakni BSI
Pangkalan Kerinci Maharaja. Permasalahan yang perlu dijawab adalah bagaimana
komitmen LST BSI KCP Pangkalan Kerinci Maharaja dalam pembiayaan
perkebunan kelapa sawit dan bagaimana pertanggungjawaban BSI KCP Pangkalan
Kerinci Maharaja terhadap risiko LST dalam pembiayaan perkebunan kelapa
sawit?.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang
menekankan hukum dalam peraturan dan pada keberlakuannya yang menimbulkan
tanggung jawab bagi subjek-subjek hukum di dalamnya yakni pekebun sebagai
nasabah dan bank yang memfasilitasi pembiayaan. Sumber data primer yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara dengan Divisi
Micro Financing. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah
Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020, POJK Nomor 51 /POJK.03/2017, dan
POJK Nomor 65/POJK.03/2016. Untuk menganalisis data yang diperoleh, teori
yang digunakan adalah teori tanggung jawab hukum dan konsep sadd az-zari ‘ah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa, dalam melakukan kegiatan usahanya BSI
KCP Pangkalan Kerinci belum menerapkan komitmen LST dalam pembiayaan
perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan analisis konsep sadd az-zari‘ah, prinsip
kehati-hatian harus tetap dilaksanakan untuk mencegah mafsadat yang menjadikan
pembiayaan menjadi sarananya sekalipun risiko LST yang dimaksud bagi pekebun
jarang terjadi. Adanya hubungan hukum antara bank dengan pekebun menimbulkan
adanya pertanggungjawaban kolektif yang apabila terjadi delik yang disebabkan
oleh pekebun secara kolektif bank juga turut bertanggungjawab atas delik tersebut.

Kata Kunci: Mitigasi Risiko, LST, Sadd az-Zari‘ah, Tanggung Jawab Hukum



ABSTRACT

Riau Province is an area with the largest number of oil palm plantations in
Indonesia, dominated by smallholder plantations. The extent of oil palm plantations
is followed by risks that threaten the sustainability of the environment in Riau
Province, especially in Pelalawan Regency, which was recorded to have the highest
number of hotspots in the 2015-2019 forest and land fire disaster and was affected
by floods from December 2023 to March 2024. The level of risk in oil palm
plantations has made the government continue to strengthen regulations on oil
palm plantations, one of which is by establishing ISPO certification, which is
mandatory for Smallholders according to Presidential Regulation Number 44 of
2020. In addition, banks as a source of funding that can be accessed by planters
also continue to experience strengthening regulations with the obligation to
implement sustainable finance that prioritizes economic, social and environmental
harmony as stipulated in POJK Number 51/POJK.03/2017. Of the Islamic banks in
the capital city of Pelalawan Regency, Pangkalan Kerinci, BSI is a bank whose
sustainability report reveals that it has strengthened ESG by stipulating ISPO
certification in its financing policy. Therefore, it is essential to examine the ESG
commitments in BSI's sustainability report and its direct practice in an area with
high-risk exposure, namely BSI Pangkalan Kerinci Maharaja. The problem that
needs to be answered is how the ESG commitment of BSI KCP Pangkalan Kerinci
Maharaja in financing oil palm plantations and how the liability of BSI KCP
Pangkalan Kerinci Maharaja to the risk of ESG in financing oil palm plantations?.

The research approach used was empirical juridical, which emphasizes the
law in regulations and its enforceability, which creates responsibilities for legal
subjects in it, namely planters as customers and banks that facilitate financing.
Primary data sources used in this study were data from interviews with the Micro
Financing Division. While the secondary data sources used were Presidential
Regulation Number 44 of 2020, POJK Number 51 /POJK.03/2017, and POJK
Number 65/POJK.03/2016. To analyze the data obtained, the theory used was the
theory of legal responsibility and the concept of sadd az-Zart ‘ah.

The results of the study show that, in conducting its business activities, BSI
KCP Pangkalan Kerinci has not implemented the ESG commitment in financing oil
palm plantations. Based on the analysis of the concept of sadd az-Zari‘ah, the
principle of prudence must still be implemented to prevent mafsadat, which makes
financing the means, even though the ESG risk in question for planters rarely
occurs. The existence of a legal relationship between banks and planters creates
collective liability, which in the event of an offence caused by planters collectively,
the bank is also responsible for the offence.

Keywords: Risk Mitigation, ESG, sadd az-zart ‘ah, Legal Liability
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam sangat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan
manusia sebagaimana kedudukannya sebagai fungsi produksi dan sosial. Akan
tetapi, penggunaan sumber daya alam yang hanya menekankan pada kedua fungsi
tersebut tanpa memperhatikan fungsi ekologis dapat dipastikan akan berdampak
buruk bagi keberlanjutan daya dukung lingkungan dalam mendukung
pembangunan.! Pembentukan sistem keuangan yang berkelanjutan menjadi tema
sentral sistem yang perlu diperbaiki saat ini sebagaimana isu-isu Kritis kondisi
lingkungan dan perubahan iklim. Keuangan berkelanjutan memetakan suatu sistem
ekonomi visioner dengan mempertimbangkan profit jangka Panjang. Keuangan
berkelanjutan adalah segala aktivitas industri keuangan yang terintegrasi dengan
aspek sosial dan lingkungan.?

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ketentuan bagi LJK untuk
memasukkan elemen keberlanjutan dalam kebijakan internal dan keputusan-
keputusan bisnisnya untuk mendukung keselarasan kepentingan ekonomi, sosial,
dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, produk yang lebih baik, sistem

pengendalian dan pencegahan risiko yang lebih baik, dan peran yang dimainkan

! Moh. Mahfud MD dkk., Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif
(Yogyakarta: Thafa Media, 2013), him. 883.

2 Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pembangunan Keuangan Berkelanjutan Tahap | 2015-
2019 (Jakarta: Komisioner OJK, 2014), him. 16.



secara struktural oleh bank dalam mendukung program keuangan berkelanjutan.?
Untuk mencapai keuntungan yang dapat dipertanggungjawabkan, peraturan
keuangan yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan portofolio
pembiayaan. Terbentuknya instrumen-instrumen kebijakan yang ditetapkan oleh
negara terkait dengan keuangan berkelanjutan merupakan bentuk tegas negara salah
satunya terhadap bank untuk meningkatkan portofolio pembiayaan yang
bertanggungjawab bukan untuk profit semata.*

Di Indonesia, salah satu komoditas yang erat dengan isu dampak lingkungan
yang tinggi adalah perkebunan dan industri kelapa sawit sebagai komoditi
perkebunan terbesar dibanding komoditi perkebunan lainnya. Berdasarkan data
terakhir dari Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2022, luas perkebunan kelapa
sawit Indonesia mencapai 8.826,4 hektar, dengan jumlah produksi sebanyak
14.985,7 ton, dan perusahaan perkebunan kelapa sawit sejumlah 2.322 perusahaan.®
Dari data tersebut Provinsi Riau menduduki daerah dengan luas lahan sawit
tertinggi mencapai 2.858,7 hektar.

Luasnya perkebunan kelapa sawit di Riau juga beriringan dengan dampak
negatif dari usaha sektor ini, salah satunya adalah risiko terbakarnya hutan dan

lahan terutama di Kabupaten Pelalawan yang memiliki jumlah titik panas tertinggi

3 Otoritas Jasa Keuangan, Kredit/Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit
(Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2019), him. 2.

4 Andreas Lako, Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (Jakarta:
Erlangga, 2018), him. 95.

5 Badan Pusat Statistik Nasional, Statistik Indonesia: Statistic Yearbook of Indonesia 2023
(Jakarta: BPS, 2023), him. 316-320.



dalam kurun waktu 2015 hingga 2019.% Deforsetasi besar-besaran dan luasnya
lahan gambut di Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu faktor penyebab daerah
ini rawan kebakaran hutan dan lahan. Kabut asap akibat karhutla sudah
mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan negara tetangga seperti Singapura,
Malaysia, Thailand, dan Filipina ikut terkena dampaknya. Selain itu, indeks kualitas
udara di Riau pada karhutla 2019 sempat menyentuh angka 374 yang termasuk
dalam kategori berbahaya dan akibatnya masyarakat yang terserang infeksi saluran
pernapasan tercatat 529.232 orang.’

Selain itu, letak geografis ibu kota Kabupaten Pelalawan, yakni Kecamatan
Pangkalan Kerinci yang dilalui oleh aliran Sungai Kampar sering berakibat banjir
apabila debit air terlalu tinggi dan bendungan PLTA Koto Panjang di buka.
Peristiwa alam yang terjadi salah satunya merupakan sebab dan akibat dari
keberadaan perkebunan kelapa sawit, menjadi sebab karena ekspansi lahan sawit
besar-besaran dan menjadi akibat karena peristiwa yang terjadi menimbulkan kebun
kelapa sawit terbakar atau terendam banjir. Tarik menarik keberadaan perkebunan
kelapa sawit di Pelalawan menjadikan isu keberlanjutan terhadapnya menjadi core
issue masa ini sehingga perkebunan kelapa sawit dan pembiayaannya dituntut untuk
berjalan secara berkelanjutan. Pembiayaan dalam term keuangan berkelanjutan

harus memiliki regulasi sistematis dalam hubungannya dengan alam semesta,

6 Ati Dwi Nurhayati dan Wanda Aulia, “Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan
Hotspot dan Area Terbakar Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau,” Journal of Tropical
Silviculture, Vol. 13:33 (Desember, 2022), him. 229.

7 Putra Mulia, Nofrizal, dan Wan Nishfa Dewi, “Analisis Dampak Kabut Asap Karhutla
Terhadap Gangguan Kesehatan Fisik Dan Mental,” Health Care : Jurnal Kesehatan, Vol. 10: 1,
(September, 2021), him. 53.



kesusilaan, dan hukum itu sendiri dalam pembangunan jangka Panjang.® Fakta
tersebut sudah seharusnya mendorong penguatan regulasi dan pengawasan
implementasi pengelolaan risiko pembiayaan perkebunan kelapa sawit bagi bank
yang memfasiltasinya.

Di Pangkalan Kerinci, terdapat dua Bank Umum Syariah yang beroperasi
yakni Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Maharaja dan Bank Riau
Kepri Syariah Cabang Pangkalan Kerinci. Dari aspek lingkungan, sosial, dan tata
kelola, BRK Syariah belum mengumumkan skor atau peringkat ESG-nya,
sementara BSI telah melaporkan bahwa skor ESG yang diperoleh pada tahun 2023
mendapat skor 27,3 kategori medium risk.® Dalam Laporan Keberlanjutan BSI,
pada tahun 2023 pembiayaan UMKM menjadi salah satu program prioritas dengan
memberikan pembiayaan UMKM yang berwawasan LST mulai dari sektor
pertanian hingga rumah tangga dengan nilai Rp. 45,56 triliun. Selain itu, di sektor
industri kelapa sawit industri kelapa sawit, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm
Qil (ISPO) menjadi syarat dalam kebijakan pembiayaan.’® Sebagai salah satu
bagian dari rantai pasok industri perkebunan kelapa sawit, perkebunan rakyat yang
jumlahnya lebih besar dari jumlah perkebunan kelapa sawit perusahaan juga secara

hukum berkewajiban melakukan sertifikasi keberlanjutan ISPO.!

8 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum
Pembangunan dan Teori Hukum Progresif (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), him. 20.

9 Sustainalytics, “Company ESG Risk Ratings,” https://www.sustainalytics.com/esg-
rating/pt-bank-syariah-indonesia-tbk/2008509194, akses 2 Juni 2024.

10 Bank Syariah Indonesia, Laporan Keberlanjutan Tahun 2023 (Jakarta: PT. Bank Syariah
Indonesia Thk, 2023), him. 32.

11 peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan Indonesia, Pasal 5 ayal (1) dan (4).



Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Maharaja, sebagai salah
satu bank syariah yang memberikan pembiayaan bagi sektor perkebunan kelapa
sawit menghadapi probabilitas risiko kredit yang dipengaruhi oleh aspek
lingkungan, sosial, dan tata kelola sektor perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu,
langkah mitigasi terkait risiko pembiayaan yang dilakukan harus memperhatikan
aspek LST tersebut. Dorongan penerapan keuangan berkelanjutan akan
menimbulkan risiko hukum dan risiko reputasi atas ketidakpatuhannya pada hukum
yang berlaku, untuk mencegahnya bank dapat melakukan langkah mitigasi dengan
identifikasi risiko hukum secara berkala dan berkesinambungan, memberikan
nasihat hukum atau pendampingan hukum dalam hal terdapat kejadian yang
berhubungan dengan hukum dalam aktivitas operasional bank, dengan menghitung
indikator atau parameter risiko hukum dibandingkan dengan modal Bank atau
mengevaluasi eksposur risiko yang hasilnya dilaporkan secara periodik.

Aturan-aturan yang mendasari pembiayaan agribisnis dan pengendalian
lahan perkebunan kelapa sawit harus menjadi suatu aturan yang saling padu dalam
pelaksanaannya karena pembiayaan secara tidak langsung berperan dalam proses
pengendalian alam sebagai sumber daya berkelanjutan. Bank Syariah Indonesia
sebagai bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip
syariah, maka kewajiban mitigasi risiko dalam kaitannya dengan peran bank

sebagai lembaga intermediasi dapat didasarkan pada ayat al-Qur’an berikut:
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Ayat di atas dalam persoalan ini menunjukkan bahwa dibalik pembentukan dan
pelaksanaan rencana bisnisnya bank harus melakukan antisipasi akan terjadinya
suatu risiko dari dan dalam kegiatan usaha tersebut.

Isu LST yang berlaku dalam sektor perbankan berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 43 Ayat (3)
Huruf c tentang penerapan syarat-syarat terkait perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga
keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) merupakan Undang-Undang yang baru
pada sektor keuangan. Pada Pasal 13 berisi perubahan terhadap UU nomor 7 tahun
1992 tentang Perbankan mewajibkan kepada bank umum untuk menyalurkan
pembiayaan berdasarkan prinsip syari‘ah untuk sektor tertentu salah satunya untuk
pembiayaan berkelanjutan. Pada Pasal 222 bahwa Pelaku Usaha Sektor Keuangan
dalam kegiatan usahanya mengintegrasikan aspek LST.* Ketentuan-ketentuan
hukum tersebut menyebabkan para pelaku bertanggungjawab mematuhi prinsip

keberlanjutan dalam operasinya. Bank diwajibkan untuk mempertimbangkan aspek

12 ugman (31): 34.

13 pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan.



lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam analisis kredit mereka sebelum
memberikan pembiayaan untuk menilai, mengelola, dan memitigasi risiko LST.*

Berdasarkan penjelasan di atas maka dari aspek lokasi yang tepat untuk
menganalisis kebijakan Bank Syariah terhadap pembiayaan Perkebunan kelapa
sawit adalah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pangkalan
Kerinci Maharaja yang berada dalam wilayah Riau sebagai daerah penghasil
komoditas kelapa sawit. Sebagai bank yang menjalankan prinsip syariah terikat
pada norma agama dan norma hukum, bertanggungjawab untuk
mengimplementasikan ketentuan syariah dan perundang-undangan terkait dengan
komitmen LST dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit. Adapun Bank Syariah
Indonesia Sehingga dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan komitmen yang
digunakan bank untuk mengelola dan memitigasi risiko lingkungan, sosial, dan tata

Kelola (LST) dengan menggunakan pendekatan legal liability, dan sadd az-zart ‘ah.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana komitmen LST Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan
Kerinci Maharaja dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan
Kerinci Maharaja terhadap risiko LST dalam pembiayaan perkebunan

kelapa sawit?

14 Otoritas Jasa Keuangan, Buku Kredit Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit
(Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2019), him. 13.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mendapatkan informasi tentang komitmen dan kebijakan Bank
Syariah Indonesia dalam mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata
kelola (LST) dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit.

2. Untuk mendapatkan pengetahuan pertanggungjawaban Bank Syariah
Indonesia terhadap risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam
pembiayaan berkelanjutan perkebunan kelapa sawit.

Melalui penelitian ini, kegunaan utama yang diharapkan adalah:
1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam
mendorong literasi keuangan berkelanjutan (sustainable finance)
khususnya pada sektor ekonomi yang mempunyai risiko dampak
lingkungan yang tinggi termasuk di dalamnya perkebunan kelapa sawit.

2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
penjelasan kepentingan terbaik bagi para pemangku kepentingan sektor
keuangan dan masyarakat dalam menjalankan ekonomi berwawasan

lingkungan

D. Telaah Pustaka
Menjadi suatu hal penting dalam penelitian untuk mempelajari dan
menganalisis penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian dan mencegah

kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tentang kebijakan



keuangan berkelanjutan (sustainable finance) di Indonesia terdapat dalam
penelitian Anita Permatasari'® dan penelitian Eka Intan Komala Putri.’® Kedua
penelitian tersebut membahas secara prinsip terkait tata kelola keberlanjutan
perkebunan kelapa sawit yang rentan akan permasalahan kedaruratan ekologi di
Indonesia melalui permasalahan penggunaan lahan serta karbon yang dihasilkan
dapat mencemari kualitas udara. Dari hasil kedua penelitian tersebut menunjukan
bahwa terjadi fenomena hollow governance atau bertabrakannya peraturan-
peraturan yang mendukung implementasi keuangan berkelanjutan sektor
perkebunan kelapa sawit.

Penelitian tentang kebijakan sektor kelapa sawit di Provinsi Riau meliputi
penelitian yang dilakukan oleh Ranggi Ade Febrian dan Ahmad Fitra Yuza,'” dan
Rusli Zaili.*® Dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, menunjukkan bahwa
Provinsi Riau merupakan lokus yang tepat untuk tema penelitian ini, yakni sebagai
daerah dengan luas perkebunan kelapa sawit tertinggi di Indonesia. Kajian dalam
penelitan-penelitian tersebut juga didasarkan pada peraturan daerah yang lebih
khusus (lex specialis) yakni disamping UUPLH, UU Perbankan, POJK, dan PBI

terkait keuangan berkelanjutan, di Provinsi Riau memiliki beberapa peraturan

15 Anita Permatasari “Tinjauan Kritis Pembangunan Berkelanjutan Dari Perspektif Hukum
Perdagangan dan Perubahan Iklim Internasional: Studi Kasus Komoditas Kelapa Sawit Indonesia”,
Tesis Universitas Indonesia (2022).

16 Eka Intan Komala Putri, dkk. “The Oil Palm Governance: Challenges of Sustainability
Policy in Indonesia,” Sustainability, Vol. 14:3 (2022).

17 Ranggi Ade Febrian and Ahmad Fitra Yuza “Plantation Sector Policy Governance By
the Regional Government of Riau Province (Leading Commodities Study),” Jurnal llmiah
Peuradeun, Vol. 11:1 (2023).

18 Rusli Zzaili, et al. “The Governance of Downstream Oil Palm Development in the
Technopolitan Area of Pelalawan Regency,” International Journal of Energy Economics and Policy
12:2 (2022).
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terkait, diantaranya adalah Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2022 tentang
Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Riau
Tahun 2022-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 tahun 2018
tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau 2018-2038.

Kemudian, penelitian kebijakan keuangan berkelanjutan dalam
penerapannya di sektor perbankan terdapat dalam penelitian Agastyo Djanardono
Basoeki,'® Rosalina Linda,?° dan penelitian Eko Tama Putra Saratian serta Harefan
Arief.?! Penelitian-Penelitian tersebut memfokuskan penelitannya pada kebijakan
sawit berkelanjutan dan dengan bidang keilmuwan ilmu lingkungan kebijakan
tersebut digunakan untuk menghasilkan skema pembiayaan berkelanjutan bagi
industri kelapa sawit. Peraturan-peraturan yang ada dalam kegiatan pembiayaan
untuk sektor perkebunan kelapa sawit membentuk ikatan risiko antara kreditur dan
debitur. Pada ikatan kontrak antara bank sebagai kreditur dan petani sebagai debitur
menimbulkan konsekuensi bank untuk berkomitmen terhadap eksposur risiko yang
dihadapi nasabah untuk menghindari dampak negatif atau kerugian bank.

Dari beberapa penelitian terkait, terdapat satu penelitian yang memiliki

kedekatan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni penelitian Anitalia

19 Agastyo Djanardono Basoeki “Pembiayaan Berkelanjutan Kelapa Sawit Indonesia,”
Tesis Universitas Indonesia (2021).

2 Rosalina Linda, Hariadi Kartodihardjo, dan Arie Sujito “Sustainable Finance in
Financing Plantation Companies by Banking (Case Study of Palm Oil Corporation in Donggala
Central Sulawesi),” Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Vol. 13:2 (2023).

2l Eko Tama Putra Saratian dan Harefan Arief “Sharia Banking Towards Sustainability
Finance in Palm Oil Industry,” International Conference on Community Development (ICCD), Vol.
1:1(2018).
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Kusumadewi dan Paripurna.??  Penelitian  tersebut membahas aspek
pertanggungjawaban kreditur (bank) dengan penafsiran ekstensif terhadap Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan menggunakan pendekatan
hukum progresif, kemudian ntuk memperkuat teori pertanggungjawaban kreditur
dalam penelitian tersebut merujuk kepada standar SARA yang diterapkan di
Amerika Serikat. Pertanggungjawaban ini melibatkan debitur sebagai pihak
penerima dana untuk menjalankan kegiatan usahanya dan bank sebagai pihak yang
memfasilitasi pendanaan bagi debitur dan sekaligus mengetahui risiko-risiko
kegiatan usaha nasabahnya.

Dari penelitian-penelian terdahulu yang telah disebutkan, terdapat
perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini baik dari objek maupun
pendekatan yang digunakan. Objek kajian penelitian ini adalah komitmen
pengelolaan dan mitigasi risiko lingkungan, sosial, dan tata Kelola (LST) dengan
menggunakan pendekatan sadd az-zari‘ah. Ketiga aspek dalam LST tersebut akan
dianalisis dengan teori legal liability, dan konsep sadd az-Zari ‘ah untuk kemudian
dapat dilakukan penilaian komitmen pertanggungjawaban hukum dan kelembagaan

bank dalam implementasi keuangan berkelanjutan.

E. Kerangka Teoritis
Lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) merupakan pertimbangan yang

digunakan dalam keuangan berkelanjutan (sustainable finance) pada sektor

2 Anitalia Kusumadewi dan Paripurna “The Identification of Green Banking Concept and
Bank Liability: A Study of Act Number 10 of 1998 with Extensive Interpretation and Progressive
Legal Approach,” Journal of Private and Commercial Law, Vol. 2:1 (2018).
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keuangan yang muncul dari fenomena darurat iklim dan ekologi sehingga
menimbulkan kesadaran keberimbangan ekosistem dan ekonomi. Terdapat empat
peta pengendalian SDA berdasarkan Millenium Ecosystem Assesment (MA) yang
dikenal dengan Global Orchestration yang merupakan implikasi kesadaran
globalisasi sosial yang menekankan pada kesetaraan, pertumbuhan ekonomi, dan
kebijakan publik, serta pendekatan reaktif pada ekosistem.?® Pada dasarnya
keuangan syariah adalah keuangan yang berkelanjutan karena sebelum muncul term
green banking ataupun sustainable finance dalam al-Qur’an surat ar-Rahman telah

dijelaskan tentang larangan membuat kerusakan.

Hoptin () 3 1555 Vg oaclesl A fgess Yy

Dalam kegiatan pembiayaan bank syariah terdapat risiko-risiko yang secara

umum penyebabnya sama dengan risiko pembiayaan di bank Konvensional, risiko-
risiko yang muncul disebabkan karena faktor-faktor intern dan ekstern bank
ataupun nasabah.? Dalam upaya mencegah risiko yang mungkin terjadi, maka bank
syariah harus melakukan upaya untuk memitigasi risiko sebagaimana dalam Pasal
22 Undang-Undang Perbankan Syariah. Penilaian kelayakan untuk menghindari
risiko pembiayaan dirumuskan dalam five C’S yang diterapkan dalam tahapan-

tahapan pembiayaan mulai dari pengajuan aplikasi pembiayaan, analisis data,

23 Millenium Ecosystem Analysis, Ecosystem and Human Well Being: Findings of the
Scenarios Working Group (Washington DC: Island Press, 2005), him. 3.

24 Asy-Syu‘ara (26): 183.
% A, Wangsawidjaja Z., Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia, 2012), him. 92.
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penetapan keputusan pembiayaan, menandatangani akad pembiayaan dan
pengikatan jaminan, serta tahap pemantauan dan pengawasan setelahnya.?

Selain tahapan-tahapan pengajuan hingga pencairan pembiayaan, bank juga
harus memperhatikan aspek-aspek lain dalam proses pembiayaan yang berdasarkan
kepada prinsip syariah yakni ketentuan tentang AMDAL sebagaimana dalam Pasal
8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa hasil analisis
dampak lingkungan menjadi salah satu pertimbangan keputusan kredit berbasis
syari‘ah bagi perusahaan dengan risiko tinggi.?’” Bank harus mematuhi beberapa
persyaratan saat memberikan pembiayaan untuk kegiatan atau usaha tertentu.
Persyaratan ini termasuk dokumen hasil penilaian lingkungan nasabah.?
Peningkatan portofolio pembiayaan yang menjadi bidang prioritas dalam keuangan
berkelanjutan adalah pada sektor kelapa sawit disisi perannya yang sangat penting
dalam pembangunan ekonomi tetapi terdapat fakta risiko permasalahan lingkungan.

Kedudukan Bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip
syariah dalam menerapkan mitigasi risiko menurut norma agama sejalan dengan
konsep sadd az-zari‘ah. Secara bahasa, sadd az-zZari‘ah (*=_ Y 2v) merupakan
idhafah antara kata sadd (>~) yang berarti menutupi atau menghalangi dan az-

zari‘ah (A= fﬂ\) yang merupakan jalan, sarana atau sebab sesuatu terjadi.?® Secara

% 1bid., hIm. 96.
21 1bid., him. 118-119.

28 Sean P. Melvin dan Michael A. Katz, The Legal Environment of Business: A Managerial
Approach: Theory to Practice (New York: McGraw-Hill Education, 2011), him. 540-541.

2 Muhammad Hisyam Al-Burhani, Sad az-zard i Fi Al-Syari‘ah Al-Islamiyah (Damaskus:
Dar al-Fikr, 1995), him. 43.
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istilah sadd az-zari‘ah adalah upaya mencegah sesuatu yang menyebabkan
terjadinya kerusakan atau kerugian. Dalam pembahasan sadd az-zari‘ah terdapat
dua teori pendekatan, yakni pendekatan konsekuensi yang akan terjadi dan
pendekatan yang melihat kadar kekuatan yang menjadi sarana terjadinya kerugian.
Pendekatan konsekuensi dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yakni suatu hal
yang otomatis mengarahkan pada terjadinya kemafsadatan dan dapat pula berupa
suatu hal yang pada dasarnya menurut syara“ diperbolehkan atau bahkan dianjurkan
akan tetapi mengalami distorsi tujuan sehingga menimbulkan suatu kemafsadatan.
Dalam pendekatan kedua, berdasarkan kadar kekuatan penyebab kemafsadatan dan
tingkat kerusakan yang ditimbulkan terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya
adalah sesuatu hal yang dengan jelas menimbulkan kemafsadatan, sesuatu yang
jarang menyebabkan mafsadat, sesuatu yang tingkat probabilitas kerusakannya
besar, dan suatu dampak yang lazim terjadi.*°

Bank sebagai lembaga intemediasi bertanggung jawab melakukan
pengelolaan risiko LST perkebunan kelapa sawit sebagaimana proses
pembiayaannya yang diatur dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPLH), Undang-Undang Perbankan, dan
UUP2SK yang telah diuraikan sebelumnya. Ketentuan lainnya terdapat pada,
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Perkebunan
Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 berisi instruksi bagi instrumen

kepemerintahan pusat dan daerah penghasil kelapa sawit serta kementerian terkait

30 Muhajirin “The Implementation of Sadd Al Dzari‘ah on Muamalah Akad,” Jurnal Diklat
Keagamaan, Vol. 17: 1 (2020), him. 87.
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untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta melalukan
percepatan sertifikasi ISPO bagi perkebunan kelapa sawit perusahaan dan swadaya
masyarakat. ISPO (Indonesian sustainable palm oil) adalah sertifikasi kebun sawit
yang bertujuan untuk membangun pengelolaan sumberdaya alam termasuk menilai
kelayakaan atas izin usaha, perolehan lahan, dan Hak Atas Tanah.3!

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor
40/Pojk.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Kketentuan
didalamnya menghendaki prinsip kehati-hatian direksi dan kewajiban melakukan
prosasesmen, memonitor dan kebijakan penting yang diambil untuk meningkatkan
profit dimulai dengan analisa kualitas kredit yang didasarkan pada prospek bisnis,
kinerja debitur, dan kemampuannya untuk membayar. Peraturan Bank Indonesia
No. 14/15/PBI1/2012 mencakup evaluasi pengelolaan lingkungan oleh debitur.
Faktor utama dalam menentukan kualitas pembiayaan adalah prospek bisnis,
performa nasabah dan kapabilitasnya dalam memenuhi tanggung jawab. Faktor
prospek bisnis ditentukan melalui aspek pertumbuhan bisnis, market, posisi
persaingan usaha debitur, kualitas manajemen dan upaya debitur untuk melindungi
lingkungan.

Dari Perundang-undangan dan peratura-peraturan yang berlaku, maka
dalam pelaksanaannya mengikat secara hukum bagi para pihak terkait.
Keberlakuannya didasarkan pada komitmen akan kepatuhan hukum tersebut dan

dalam teorinya dikenal dengan teori kepatuhan hukum. Instrumental dan normatif

31 SPOS Indonesia “Tabel Perbandingan ISPO 2020 dan RSPO 2018,”
https://sposindonesia.org diakses pada 15 Mei 2023.
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adalah dua perspektif dasar kepatuhan. Perspektif instrumental mengacu pada
seseorang yang memiliki kepentingan pribadi dan cara mereka merespon perubahan
perilaku, sementara perspektif normatif berhubungan dengan komitmen dalam
menjalankan hukum.32

Dalam kaitan tanggung jawab dan risiko pembiayaan maka fakta yang
diperoleh nantinya dapat dikategorikan kedalam kemungkinan dari tiga jenis
pertanggungjawaban dalam teori legal liability. Pertama, tanggung jawab yang
timbul atas dasar suatu kesalahan baik itu kesengajaan ataupun kelalaian (liability
based on fault). Kedua, tanggung jawab mutlak (strict liability) atau tanggung
jawab yang melekat pada seseorang sehingga dapat dibebankan tanggung jawab
saat kesalahan terjadi meskipun bukan perbuatannya. Ketiga, tanggung jawab
berdasarkan praduga (presumption of liability) merupakan suatu keadaan seseorang
yang dianggap dalam keadaan benar-benar bertanggungjawab selamat tidak adanya

fakta yang membuktikan kesalahannya.®?

F. Metode Penelitian
Dalam penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Bank Syariah Indonesia

terhadap Risiko LST dalam Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit, metode

32 Rahmat, dkk. “Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum”. El-
Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3:1 (2022), him. 15-30.

33 Muhammad Akbar Eka Pradana,”Pertanggungjawaban Perdata Korporasi dalam
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasai Hukum Positif dan Hukum Islam:
Stusi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan PT. Nasional Sago Prima di Kabupaten Kepulauan
Merantu, Provinsi Riau”, al-Mazahib Vol. 7: 2 (2019), him. 150.
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penelitan yang dipilih untuk dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan
penelitian adalah:
1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang
merupakan penelitian yang menekankan pada hukum dalam peraturan (law in
the book) dan menekankan pada berlakunya tanggung jawab bank terhadap
pengelolaan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) pada pembiayaan
sektor perkebunan kelapa sawit sawit.>* Dalam bidang perdata, tanggung jawab
hukum muncul berdasarkan kepatuhan subjek hukum pada apa yang harus
dilakukan dan tidak. Adanya pengaturan pada Pasal 1 Ayat 35 Undang-Undang
Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
menimbulkan tanggung jawab bagi bank sebagai Lembaga keuangan yang
memfasilitasi pembiayaan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam
pelaksanaannya.

Lexy J. Moleong menyatakan bahwa tujuan dari penggunaan metode
kualitatif dalam penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih
baik tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku,
persepsi, motivasi, tindakan, dan elemen lainnya secara keseluruhan, serta
untuk mendeskripsikannya dengan kata-kata dan bahasa dalam konteks alami
dan dengan bantuan berbagai teknik alami. Metode ini bertujuan untuk

menghasilkan data deskriptif dengan mengeksplorasi literatur terkait. Ini

3 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Disertasi dan Tesis: Buku Kedua (Jakarta: Rajawali Press, 2014), him. 231.
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dilakukan untuk mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang perlu
dikembangkan.® Hasil kajian dan pengembangan dari literatur-literatur yang
penulis gunakan disajikan secara deskriptif naratif dalam rangka menjawab

rumusan-rumusan permasalahan yang ada.

2. Sumber Data
Dalam penelitian hukum empiris ini, sumber data yang digunakan
adalah sumber data primer dan sekunder.
a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum empiris mencakup
data-data yang diperoleh dari lapangan (field research) melalui subjek
penelitian. Adapun dalam penelitian ini, sumber data primer yang
digunakan adalah data hasil wawancara dengan subjek penelitian yakni
Bank Syariah Indonesia dan observasi terhadap objek penelitian yakni
praktik pembiayaan berkelanjutan pada produk pembiayaan perkebunan
kelapa sawit petani rakyat.

Wawancara yang dilakukan tertuju kepada divisi yang bertanggung
jawab pada produk pembiayaan bagi usaha perkebunan kelapa sawit di BSI
KCP Pangkalan Kerinci Maharaja yakni Divisi Micro Marketing yang
terdiri dari Micro Marketing Manager, Micro Relationship Manager, Micro
Business Relationship, Retail Sales Executive. Sebagaimana prinsip

kerahasiaan yang melekat pada bank dan untuk menjaga kerahasiaan

% Farida Nugrahani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Universitas Veteran Bantara:
Surakarta, 2017), him. 71.



19

nasabah, maka penulis mengumpulkan data dari masyarakat pelaku

ekonomi kelapa sawit yang berada dalam jangkauan pembiayaan

perkebunan kelapa sawit BSI KCP Pangkalan Kerinci Maharaja, yakni 10

Km dari kedudukan BSI tersebut untuk mengetahui tingkat eksposur risiko

LST pada perkebunan kelapa sawit yang berada dalam radius pembiayaan.

. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum empiris terdiri dari

dua jenis, pertama bahan hukum primer terdiri dari:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Indonesia

Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Riau Tahun 2022-
2024

Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2021 tentang Riau Hijau
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Kedua, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah artikel-artikel
jurnal dan penelitian-penelitian terkait mitigasi risiko lingkungan dalam
Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit dan tanggung jawab bank syariah

terkait pembiayaan berisiko tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersumber dari data
empiris di lapangan, yakni di Bank Syariah Indonesia sebagai yang
memberikan fasilitas pembiayaan pada sektor perkebunan kelapa sawit.
Sumber data melalui wawancara mendalam dilakukan melalui pemilihan
sampel secara judgemental atau purposive sampling adalah metode
pengembangan sampel yang murni atas dasar dan kebijaksanaan peneliti murni
atas dasar sifat studi, sehingga dalam metode sampling ini orang-orang yang
hanya sesuai dengan kriteria penelitian dan tujuan akhir dipilih.%® Purposive
sampling menentukan pemilihan narasumber berdasarkan kewenangan yang
dimiliki dari struktural Perusahaan terkait dengan tema penelitian. Sehingga
narasumber yang akan diwawancarai adalah divisi komersial dan divisi mikro,

kecil, dan menengah.

4. Teknik Pengumpulan Data
Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam (depth

interview) dengan subjek penelitian yang dalam hal ini adalah divisi mikro,

3 Shunuram Sonen “Legal Research Methodology: An Overview,” Journal of Emerging
Technologies and Innovative Research (JETIR) Vol. 8: 10 (2021), him. 461.



21

kecil, dan menengah. Wawancara dilakukan secara langsung kepada
narasumber secara terstruktur sesuai dengan pedoman wawancara (guide
interview) yang telah dipersiapkan dan untuk mendukung orisinilitas data
digunakan tape recorder untuk merekam isi wawancara dengan persetujuan
narasumber terlebih dahulu. Sementara, data sekunder dikumpulkan dengan
melakukan studi dokumen dan kepustakaan terutama pada Laporan Tahunan,
Laporan Keberlanjutan dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan
kegiatan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia untuk melihat sinkronasi

antara dokumen yang ada dengan praktiknya.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian hukum mengunakan legal
theory yang dipilih berdasarkan pada perumusan masalah penelitian. Adapun
untuk menganalisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan teori
tanggung jawab hukum atau legal liability theory dan konsep sadd az-zari ‘ah.
Data-data terkait penerapan komitmen LST dalam pembiayaan perkebunan
kelapa sawit di Bank Syariah Indonesia dianalisis menggunakan legal liability
theory untuk menilai pertanggungjawaban bank syariah sebagaimana adanya
ketentuan hukum pada isu tersebut kemudian konsep sadd az-Zari‘ah
digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban bank terhadap risiko LST

berdasarkan aturan syariah terkait.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah alur penulisan serangkaian teori, gagasan,
dan hasil penelitian yang ditulis secara sistematis. Dalam penulisan tesis ini terbagi
dalam lima bab untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian serta
memahami pola berpikir penulis dalam menjawab masalah penelitian dan untuk
memperjelas tema bahasan dalam setiap babnya terdapat sub bab.

Bab Pertama menjelaskan tentang Pendahuluan sebagai permulaan
pembahasan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka, kerangka teori, metodologi
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi landasan teori yang memuat tinjauan teoritis risiko LST
dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari teori-teori terkait
karakteristik perkebunan kelapa sawit, konsep lingkungan, sosial, dan tata kelola
(LST), teori legal liability (hukum pertanggungjawaban), dan konsep sadd az-
Zari‘ah.,

Bab ketiga merupakan gambaran umum penerapan komitmen Ist dalam
pembiayaan perkebunan kelapa sawit di Bank Syariah Indonesia yang membahas
Sejarah BSI, struktur organisasi BSI, skema pembiayaan perkebunan kelapa sawit
di BSI, dan penerapan komitmen LST dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit
di Bank Syariah Indonesia.

Pada bab keempat menguraikan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian
ini. Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dalam dua sub bab

sebagaimana dua rumusan masalah yang telah dijabarkan. Oleh karena itu, konten
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yang termuat dalam bab empat ini adalah pelaksanaan pembiayaan perkebunan
kelapa sawit di Bank Syariah Indonesia dan tinjauan hukum (sadd az-zari‘ah dan
legal liability) tanggung jawab risiko LST pada pembiayaan perkebunan kelapa
sawit di Bank Syariah Indonesia.

Analisis sadd az-zart ‘ah terhadap penerapan komitmen LST Bank Syariah
Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Maharaja dalam pembiayaan perkebunan kelapa
sawit dan analisis pertanggungjawaban BSI berdasarkan

Bab kelima merupakan kesimpulan dari hasil deskriptif analitis yang
menjadi jawaban terhadap rumusan masalah. Bab ini merupakan bab penutup yang
mengakhiri uraian pembahasan serta permohonan saran kepada pihak-pihak terkait

dan pembaca secara umum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis koknsep sadd az-zar7‘ah dan legal liability theory terhadap

komitmen LST pada praktik pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit di Bank Syariah

Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pangkalan Kerinci Maharaja, Pangkalan

Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan dapat disumpulkan bahwa:

1. Secara konsep, Laporan Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia telah memberikan
pedoman pembiayaan dengan pendekatan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST)
pada kegiatan usahanya, khususnya pada produk pembiayaan perkebunan kelapa
sawit yang mempunyai sertifikasi keberlanjutan berupa Indonesian Sustainability
Palm Qil (ISPO). Konsep tersebut, pada praktiknya di BSI KCP Pangkalan Kerinci
Maharaja belum diterapkan dan masih menggunakan pendekatan bisnis dalam
keputusan pembiayaannya. Berdasarkan analisis sadd az-Zari‘ah terhadap
eksposur risiko yang ada berdasarkan riwayat event risk disekitar kedudukan BSI
KCP Pangkalan Kerinci Maharaja, maka sudah seharusnya pendekatan LST
digunakan dalam keputusan pembiayaan mengingat prinsip kehati-hatian dalam
sadd az-zari‘ah dan agar pembiayaan perkebunan kelapa sawit bagi pekebun
rakyat tidak menjadi wasilah atau zari‘ah kepada suatu perbuatan yang

mengandung mafsadat baik pada tingkat tinggi maupun rendah atau mafsadat yang

106
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jarang atau sering terjadi. Komitmen LST pada Pembiayaan Perkebunan Kelapa
Sawit di BSI khususnya di BSI KCP Pangkalan Kerinci Maharaja harus menjadi
suatu isu utama pada penyempurnaan manajemen risiko mengingat tenggat waktu
kewajiban ISPO bagi pekebun rakyat sudah mendekati waktunya yakni tahun
2025.

Dari analisis teori pertanggungjawaban hukum atau secara khusus dijelaskan pada
teori pertanggungjawaban pemberi pinjaman yang dalam hal ini fokusnya adalah
pertanggungjawaban secara perdata menunjukkan bahwa risiko LST tidak dapat
diabaikan dalam praktik pembiayaan perkebunan kelapa sawit karena pada
dasarnya risiko LST dan risiko bisnis saling mempengaruhi berkaitan dengan
objek jaminan yang diberikan oleh debitur kepada pihak bank. Apabila risiko LST
terjadi pada kebun kelapa sawit yang menjadi jaminan seperti permasalahan yang
tidak memenuhi ketentuan hukum pada tiga ruang lingkup regulasi tata kelola
perkebunan kelapa sawit maka akan hak bank terhadap objek jaminan akan
mengalami distraksi dan berisiko dari segi bisnis bank. Tidak dilaksanakannya
komitmen LST dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit di BSI KCP
Pangkalan Kerinci dipengaruhi oleh faktor internal di Bank dan faktor eksternal
yang berkaitan dengan interpretasi terhadap regulasi ISPO di masyarakat pekebun

kelapa sawit.
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B. Saran-saran

Sebagai organisasi intermediasi keuangan, bank selalu menghadapi risiko.
Perkembangan di dalam dan di luar perbankan yang pesat menyebabkan risiko
perbankan syariah semakin kompleks. Dalam situasi seperti itu, bank harus mencermati
semua risiko yang dapat mempengaruhi operasinya, secara langsung maupun tidak,
termasuk risiko dari perusahaan anak, dan menerapkan manajemen risiko yang
komprehensif. Dinamisnya kebijakan keberlanjutan kelapa sawit yang berlangsung
terus-menerus menjadi tantangan bagi Bank Syariah Indonesia, terutama kantor bank
yang berada di wilayah komoditas kelapa sawit dengan tingkat risiko keberlanjutan

yang tinggi bagi usaha yang dibiayai.
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